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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapansistem administrasi
perpajakan modern, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi (WPOP). Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur.
Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 WPOP, dengan metode nonprobabilitysampling
dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,
observasi non partisipan dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi
linier berganda. Berdasarkan hasil analisis diperoleh sistem administrasi perpajakan
modern, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan
pada kepatuhan WPOP. Hal ini menunjukkan apabila sistem administrasi perpajakan yang
diterapkan baik, maka akan cendrung meningkatkan kepatuhan pelaporan WPOP. Kualitas
pelayanan juga berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP, hal ini membuktikan bahwa
semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan akan membuat wajib pajak tersebut
semakin patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Kata Kunci: sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan, dan

kesadaran wajib pajak

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the application of a modern tax
administration system, service quality, and taxpayer awareness on individual taxpayer
compliance (WPOP). This research was conducted at KPP Pratama Denpasar Timur. The
data analysis technique used is multiple linear regression. Based on the results of the
analysis obtained a modern tax administration system, service quality, and awareness of
taxpayers have a positive and significant effect on WPOP compliance. This shows that if
the tax administration system is implemented well, it will tend to increase compliance with
WPOP reporting. Service quality also has a positive effect on WPOP compliance, this
proves that the better the quality of services provided will make the taxpayer more
compliant in fulfilling his obligations.

Keywords: modern tax administration system, service quality, and taxpayer awareness

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara
untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Rusyadi,
2009). Pajak menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang
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terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Doran (2009) menyatakan kepatuhan Wajib Pajak
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi tercapainya
target pajak yang diinginkan. Faktor yang memengaruhi penerimaan pajak suatu
negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak di negara tersebut
(Chau, 2009).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2017, jumlah pendapatan
negara terbesar berasal dari sektor pajak. Realisasi penerimaan negara yang
berasal dari pajak dan bukan pajak disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.

Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2013 — 2017
(Dalam Milyar Rupiah)

Persentase Persentase

Penerimaan Penerimaan

Tahun Penerimaan Pajak Penerimaan Bukan Pajak

Pajak Bukan Pajak
(persen) (persen)
2013 1.077.306,70 17 354.751,90 24
2014 1.146.865,80 18 398.590,50 27
2015 1.240.418,86 19 255.628,48 17
2016 1.539.166,20 24 245.083,60 16
2017 1.495.893,80 23 240.362,90 16

Sumber: www.bps.go.id, 2017

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan negara terbesar
berasal dari sektor pajak dan mengalami peningkatan dari tahun 2013-2017,
sedangkan penerimaan dari sektor bukan pajak mengalami penurunan. Hal
tersebut membuktikan bahwa kontribusi pajak sangat signifikan dan terus

meningkat dari tahun ke tahun sebagai sumber penerimaan negara.
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Salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan
ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak (Togler, 2005).
Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chau dan Leung, 2009). Kepatuhan
wajib pajak adalah upaya wajib pajak sebagai warga negara dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya secara sukarela sehingga dapat meningkatkan
penerimaan pajak dan memberikan kontribusi bagi pembangunan negara
(Megawangi dan Setiawan, 2016). Kepatuhan perpajakan merupakan suatu
kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya
dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (YYasa dan Jati,
2017). Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan
terhadap pajak adalah suatu norma (Lederman, 2003).

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam
membayar kewajiban perpajakannya. Studi kepatuhan pajak menunjukkan bahwa
banyak faktor dampak ekonomi, sosial, psikologis dan demografis terhadap
perilaku kepatuhan pembayar pajak (Redae dan Sekhon, 2017). Rustiyaningsih
(2011) menyimpulkan bahwa pemahaman terhadap self assessment system,
kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak
terhadap sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan. Putri dan Jati (2013) menyatakan bahwa
faktor-faktor kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan
sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian Siat dan

Toly (2013) membuktikan bahwa faktor kesadaran perpajakan, sikap fiskus,
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hukum pajak, dan sikap rasional secara simultan dan secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Surabaya. Faktor-faktor yang
memengaruhi kepatuhan wajib pajak berdasarkan penelitian Nalendro dan
Isgiyarta (2014) adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman
peraturan perpajakan, persepsi kondisi keuangan. Pamuji dkk. (2014) menyatakan
bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pemahaman
perpajakan, pengawasan dan sosialisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan
Jati (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral,
pengetahuan pajak dan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh pada
kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melaksanakan
terobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan
yang dikeluarkan.Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jendral Pajak
adalah melakukan reformasi di bidang perpajakan (tax reform). Reformasi
perpajakan yang dilakukan melalui program modernisasi administrasi perpajakan.
Reformasi di bidang perpajakan dilaksanakan melalui program modernisasi
administrasi perpajakan. Konsep program ini adalah perubahan pola pikir dan
perilaku aparat serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat
Jendral Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik dimata
masyarakat. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan mencakup 4 hal
utama, yaitu (1) restrukturisasi organisasi berdasarkan fungsi; (2) penyempurnaan
proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi komunikasi dan

informasi yang mengarah kepada full automation (automasi lengkap); (3)
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penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia melalui pengembangan
manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang berlandaskan prinsip
“transparency, fairness, dan performance based”; dan (4) penerapan Kode Etik
Pegawai secara tegas pada semua lini organisasi untuk menjamin terwujudnya
pelaksanaan “good governance”. Reformasi administrasi ini mempunyai tiga
tujuan utama, yakni meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak,
meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan
integritas aparat pajak (DJP, 2007).

Adanya bukti empiris keterkaitan antara modernisasi sistem administrasi
perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan oleh Slemrod dan
Kopczuk (2002) dengan argumen bahwa modernisasi administrasi perpajakan ini
akan efektif dalam peningkatan kepatuhan jika diikuti dengan perancangan dan
pelaksanaan hukum pajak secara konsisten. Menurut Petrus Lumbantoruan (2014)
semakin ditingkatkannya penerapan sistem administrasi perpajakan modern, maka
kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Pentingnya peran modernisasi
administrasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak seperti dinyatakan
oleh Ghimire (2006) bahwa prosedur pajak perlu dibuat lebih sederhana dan
mudah dalam upaya meningkatkan kepatuhan.Modernisasi perpajakan yaitu
penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan
memanfaatkan teknologi informasi yang handal dan terkini dapat meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak (Kennedy, 2007). Niemirowski et al. (2003) menyatakan

bahwa opini pribadi berdasarkan penilaian, seperti sistem administrasi perpajakan
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yang adil dan profesional memengaruhi kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap
pajak.

Palupi (2010) dalam penelitiannya membuktikan bahwa modernisasi
sistem administrasi perpajakan yang berdimensi restrukturisasi organisasi, proses
bisnis dan teknologi informasi, dan penyempurnaan Sumber Daya Manusia
(SDM) berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama
Jakarta Gambir Empat. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh
Aprilia (2013), Wiranatha dan Rasmini (2017), Dewi dan Ery (2017) yang
membuktikan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang
diperoleh oleh Irawan (2013), yang memeroleh hasil bahwa tidak ada pengaruh
sistem administrasi perpajakan modern pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP
Madya Palembang. Hasil tersebut juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan
oleh Candra, dkk (2013) serta Darmayasa (2016), yang membuktikan bahwa
proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi dalam modernisasi sistem
administrasi perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP
Badung Utara. Selain melakukan modernisasi administrasi perpajakan, kualitas
pelayanan salah satu hal yang penting yang diperhatikan dengan maksud agar
masyarakat memiliki kemauan untuk melunasi kewajiban pajaknya.

Parasuraman, et al. (1985) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai
kemampuan organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan

kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat
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dipertangungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Supadmi,
2009). Kualitas pelayanan berperan besar terhadap peningkatan kepatuhan wajib
pajak dalam hal penerimaan pajak. Petugas pajak harus memberikan pelayanan
dan kinerja yang baik kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kualitas pelayanan
inilah yang harus selalu dibenahi dan ditingkatkan oleh pemerintah. Adanya rasa
puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah diharapkan akan memberi
motivasi dan kesadaran dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban
perpajakannya (Sentanu dan Setiawan, 2016). Supadmi (2009) mengatakan bahwa
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui kualitas
pelayanan. Kualitas pelayanan juga dinilai sebagai perbandingan antara harapan
yang diinginkan oleh pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual
dari suatu penyediaan layanan (Cronin, 1992).

Penelitian Dharma dan Suardana (2014), Prabawa dan Noviari (2012)
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh
Utama (2013), Widiastuti dan Laksito (2014), Dewi dan Supadmi (2014),
Sukarma dan Wirama (2016), Megawangi dan Setiawan (2016), dan Rusmayani
dan Supadmi (2017) membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh
signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut tidak
didukung oleh penelitian Rukmana (2013), Munawaroh, dkk. (2014) dan
Novitasari (2015) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak. Patmasari, dkk. (2016) juga menyatakan bahwa
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variabel pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap
kepatuhan wajib pajak.Tinggi rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak juga
dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan hal yang penting dalam perpajakan
untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Ritongga (2011) menyatakan bahwa
kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak
yang berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan,
dan penalaran disertai kecendrungan untuk bertindak sesuai peraturan yang
diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Kesadaran Wajib Pajak dapat
dilihat dari kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban
pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman Wajib Pajak dalam membayar dan
melaporkan pajak (Putri dan Jati, 2004). James & Nobes (1997) menyatakan
kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat
memenuhi  kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak,
melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab
berbangsa dan bernegara. Penelitian yang dilakukan Megawangi (2016), Santi dan
Lely (2017), Pratiwi dan Ery (2014) membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak
berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut juga didukung oleh
penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati dan Rasmini (2012) serta
Dewi dan Lely (2017). Putra dan Lely (2018) yang membuktikan bahwa
kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor di Kabupaten Gianyar Berdeda dengan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Dewi dan Lely (2018) yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak
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berpengaruh negatif pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

KPP Pratama Denpasar Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena
tidak memenuhi target kepatuhan Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak yaitu sebesar 72.50%. Tingkat kepatuhan WPOP pada
KPP Pratama Denpasar Timur mengalami fluktuasi pada periode 2013-2017.
Ketidakstabilan yang terjadi pada tingkat kepatuhan WPOP menjadi alasan
peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor apa saja yang yang
memengaruhi kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Timur. Berikut ini
tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP di KPP Pratama Denpasar
Timur tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2.

Tingkat Kepatuhan WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Denpasar Timur 2013-2017

Tahu WPOP WPOP WPOP Terdaftar Wajib Realisa Persentas
n Terdaftar Efektif SPT si SPT e
(orang) (orang) (orang) (orang) Kepatuha
n (%)
2013 91.440 59.108 59.030 36.368 61.53
2014 83.926 63.477 53.710 35.820 58.43
2015 87.652 58.148 51.078 36.928 54.19
2016 91.084 72.774 51.662 41.175 56.54
2017 96.053 52.417 52.417 39.769 54.57

Sumber: Data diolah, 2017

Tabel 2 menunjukkan persentase kepatuhan WPOP yang berada di
lingkungan KPP Pratama Denpasar Timur mengalami penurunan dari tahun 2013-
2017 meskipun terdapat peningkatan jumlah WPOP yang terdaftar. Persentase
kepatuhan WPOP pada tahun 2013 sebesar 61,53 persen mengalami penurunan

menjadi 58,43 persen di tahun 2014 dan 54,19 persen pada tahun 2015. Pada
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tahun 2016 tingkat kepatuhan WPOP mengalami peningkatan menjadi 56,54
persen dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 54,57 persen.
Tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur ini menunjukkan
persentase tingkat kepatuhan yang masih rendah. Hal tersebut memotivasi peneliti
untuk meneliti kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu
Negara. Suatu Negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan
dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi
perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu
Negara yang dipilih. Semakin baik modernisasi sistem administrasi perpajakan
yang diterapkan untuk memermudah Wajib Pajak dalam melaporkan, menghitung
dan membayar kewajiban pajaknya maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.
Fahmi (2014) meneliti tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan
terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Padang. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara modernisasi sistem
perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Madewing
(2013) yang meneliti tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi
Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Makasar Utara.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama
Makasar. Hal tersebut didukung oleh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh

Wiranatha dan Rasmini (2017), Dewi dan Ery (2017).
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Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai
berikut.

Hi:  Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif pada
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan
pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan,
kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat
pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan
lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,
membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya (Supadmi,
2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Diatnyani (2010) dan Arista S. (2011)
menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib
Pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh
Utama (2013), Widiastuti dan Laksito (2014), Dewi dan Supadmi (2014),
Sukarma dan Wirama (2016), Megawangi dan Setiawan (2016), dan Rusmayani
dan Supadmi (2017) yang membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H>:  Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur

Kesadaran Wajib Pajak dalam teori konsensus merupakan salah satu faktor
yang dapat memengaruhi prilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui,
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mematuhi, dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sukarela.
Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, maka
tingkat kesadaran Wajib Pajak semakin tinggi sehingga diharapkan dapat
meningkatkan kepatuhan perpajaknnya (Muliari dan Ery, 2011). Pernyataan ini
didukung oleh teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Green (1991), bahwa
kepatuhan dianggap sebagai perubahan prilaku dari prilaku mereka yang tidak
menaati peraturan menjadi menaati peraturan.

Penelitian yang dilakukan Megawangi (2016) dan Pratiwi dan Ery (2014)
membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan
Wajib Pajak. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian-penelitian yang
dilakukan oleh Rohmawati dan Rasmini (2012) serta Dewi dan Lely (2017) yang
membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak, penyuluhan, pelayanan, dan sanksi
perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hi:  Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

METODE PENELITIAN
Berdasarkan hipotesis variabel-variabel penelitian tersebut, maka desain

penelitian disajikan pada Gambar 1 berikut ini.

(X1) Sistem Administrasi Ha (+)

(Y) Kepatuhan Wajib
Ha (+) Paialk Orann Prihadi

(X2) Kualitas pelayanan

(X3) Kesadaran Wajib Pajak Hs (+)

Gambar 1. Desain Penelitian
Sumber: Data diolah, 2018

232



ISSN: 2302-8556
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
Vol.26.1.Januari (2019): 221 -250

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar
Timur beralamat di Jalan Kapten Tantular No. 4 GKN II, Denpasar. KPP Pratama
Denpasar Timur dipilih sebagai lokasi penelitian ialah dikarenakan tidak
memenuhi target kepatuhan Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak yaitu sebesar 72,50 persen. Tingkat kepatuhan WPOP pada lokasi
penelitian mengalami fluktuasi pada periode 2013-2017. Ketidakstabilan yang
terjadi pada tingkat kepatuhan WPOP menjadi alasan peneliti untuk melakukan
penelitian kembali mengenai faktor yang memengaruhi kepatuhan WPOP pada
KPP Pratama Denpasar Timur.

Populasi dalam penelitian ini adalah selurun Wajib Pajak Orang Pribadi
yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur per 31 Desember 2017 vyaitu
sejumlah 96.053 Wajib Pajak. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode nonprobability sampling dengan teknik purposive
sampling.

Wajib Pajak Orang Pribadi efektif yang terdaftar di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Denpasar Timur digunakan rumus slovin, sebagai berikut.

N S N e 1)

(1 + Ne?)
Keterangan :

n = jumlah anggota sampel

N = jumlah anggota populasi

e = batas kesalahan 10% (0,1)

Perhitungan sampel :

n= 52.417
(1+52.417 (0,1)2
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= 52417
525,17

= 99,80
Dibulatkan menjadi 100. Maka jumlah responden dalam penelitian ini
berjumlah 100 orang.

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua
atau lebih variabel independen (X1,Xz,...Xn) dengan variabel dependen
(Y)(Sugiyono, 2017:277). Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui atau
memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikat. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
regresi linear berganda yang diuji dengan tingkat signifikan 0,05.Model regresi
linear berganda ini dirumuskan sebagai berikut.

Y = 00+ BIXL F BaX2 A+ BaXET €ureeeeeee e, 2)

Keterangan:
Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

o = Konstanta

B = Koefisien Regresi

X1= Sistem Administrasi Perpajakan Modern
Xo= Kualitas Pelayanan

Xs= Kesadaran Wajib Pajak

e = Standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis statistik deskriptif adalah pengujian statistik yang digunakan untuk

menganalisis data dengan memberikan gambaran atau deskripsi terhadap suatu
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data mengenai nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum.

Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 3.berikut:

Tabel 3.
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif
N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation

Sistem Administrasi 100 13 40 2854 5.126
Perpajakan Modern

Kualitas Pelayanan 100 14 28 19.98 2.689
Kesadaran Wajib Pajak 100 3 12 9.12 1.914
Kepatuhan WPOP 100 11 20 16.39 2.224
Valid N (listwise) 100

Sumber: Data diolah, 2018

Rata-rata (Mean) digunakan untuk mengukur nilai sentral dari suatu
distribusi data dan standar deviasi digunakan untuk mengukur perbedaan nilai
data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya. Tabel 3. menunjukkan hasil statistik
deskriptif yaitu variabel sistem administrasi perpajakan modern memiliki nilai
minimum 13 dan nilai maksimum 40. Nilai rata-rata untuk variabel sistem
administrasi sebesar 28,54 dengan penyimpangan sebesar 5,12. Hal ini berarti
berdasarkan hasil statistik deskriptif, terjadi perbedaan nilai sistem administrasi
yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 5,12.

Variabel kualitas pelayanan memiliki nilai minimum 14 dan nilai
maksimum 28. Nilai rata-rata untuk variabel kualitas pelayanan sebesar 19,98
dengan penyimpangan sebesar 2,68.Hal ini berarti berdasarkan hasil statistik
deskriptif, terjadi perbedaan nilai kualitas pelayanan yang diteliti terhadap nilai
rata-ratanya sebesar 2,68.

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum 3 dan nilai
maksimum 12. Nilai rata-rata untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 9,12

dengan penyimpangan sebesar 1,91.Hal ini berarti berdasarkan hasil statistik

235



Ni Luh Putu Yunika Antari dan Ni Luh Supadmi. Pengaruh...

deskriptif, terjadi perbedaan nilai kesadaran wajib pajak yang diteliti terhadap
nilai rata-ratanya sebesar 1,91.

Variabel kepatuhan WPOP memiliki nilai minimum dan nilai maksimum
22,71. Nilai rata-rata untuk variabel kepatuhan WPOP sebesar 16,39 dengan
penyimpangan sebesar 2,22.Hal ini berarti berdasarkan hasil statistik deskriptif,
terjadi perbedaan nilai kepatuhan WPOP yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya
sebesar 2,22.

Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk menganalisis
pengaruh Sistem administrasi perpajakan modern (X1), Kualitas pelayanan (X2),
dan Kesadaran wajib pajak (X3), pada Kepatuhan wajib pajak orang pribadi ().
Analisis regresi linear berganda diolah dengan bantuan software SPSS 22 for

Windows dengan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 4. berikut.

Tabel 4.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Unstan(_ja_rdized Standgrgized T Sig
Variabel Coefficients Coefficients '
B Std. Beta
Error

(constant) 6.249 1.462 4.273 .000
Sistem  administrasi  perpajakan .103 .043 .236 2.383 .019
modern
Kualitas pelayanan .225 .079 272 2.857 .005
Kesadaran wajib pajak .299 .106 257 2.809 .006

Sumber:Data diolah, 2018

Dari hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 4. tersebut, maka
dapat dibuat persamaan sebagai berikut.
Y =6,249 + 0,103 X1 + 0,225 X2+ 0,299 X3
Nilai konstanta () sebesar 6,249 memiliki arti bahwa variabel sistem
administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak

berpengaruh positif pada variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
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Nilai koefisien B1 sebesar 0,103. Nilai koefisien bernilai positif menunjukan
bahwa apabila sistem administrasi perpajakan modern (X1) meningkat, maka
kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan cendrung mengalami peningkatan
dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Nilai koefisien P2 sebesar 0,225. Nilai koefisien bernialai positif
menunjukan bahwa apabila nilai kualitas pelayanan (X2) meningkat, maka
kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan cendrung mengalami peningkatan
dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Nilai koefisien B3 sebesar 0,299. Nilai koefisien bernilai positif menunjukan
bahwa apabila kesadaran wajib pajak (X3) meningkat, maka kepatuhan wajib
pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,299 dengan asumsi
variabel bebas lainnya konstan.

Nilai koefisien regresi masing-masing variabel bebas bernilai positif dengan
nilai signifikansi uji t kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua
variabel bebas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel terikat.

Uji kelayakan model (uji F) dilakukan untuk mengetahui kelayakan model
penelitian yang digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen. Hasil uji kelayakan model (uji F) dapat

dilihat pada Tabel 5. berikut ini:

Tabel 5.
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 174.498 3 58.166 17.710 .0002
Residual 315.292 96 3.284
Total 489.790 99

Sumber: Data diolah, 2018
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Berdasarkan Tabel 5 hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 17.710
dengan nilai p-value sebesar 0,000. Dapat disimpulkan seluruh variabel
independen yaitu sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan, dan
kesadaran wajib pajak mampu memprediksi atau menjelaskan fenomena
kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar
Timur. Hal ini berarti model dapat digunakan untuk analisa lebih lanjut atau
dengan kata lain model dapat digunakan untuk memproyeksikan karena hasil
goodness of fitnya baik dengan nilai signifikansi P value 0,000.

Mengetahui dan mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi
variabel independen digunakan koefisien determinasi (R?). Peneliti menggunakan
nilai adjusted R? pada saat mengevaluasi yang mana model regresi terbaik, karena
tidak seperti R?, nilai adjusted R? dapat naik atau turun apabila satu variabel

independen ditambahkan ke dalam model.

Tabel 6.
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Std. Error of the
R R Square Adjusted R Square Estimate
1 5972 .356 .336 1.812

Sumber: Data diolah, 2018

Hasil uji koefisien determinasi dalam Tabel 6. menunjukkan besarnya nilai
adjusted R? (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah 33,6. Ini berarti
variasi Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi secara signifikan
oleh variabel sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan, dan
kesadaran wajib pajak sebesar 33,6 persen sedangkan sisanya sebesar 66,4 persen

dijelaskan oleh faktor lain.
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Berdasarkan Tabel 6. hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar
17.710 dengan nilai p-value sebesar 0,000. Dapat disimpulkan seluruh variabel
independen yaitu sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan, dan
kesadaran wajib pajak mampu memprediksi atau menjelaskan fenomena
kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar
Timur. Hal ini berarti model dapat digunakan untuk analisa lebih lanjut atau
dengan kata lain model dapat digunakan untuk memproyeksikan karena hasil
goodness of fitnya baik dengan nilai signifikansi P value 0,000.

Mengetahui dan mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi
variabel independen digunakan koefisien determinasi (R?). Peneliti menggunakan
nilai adjusted R? pada saat mengevaluasi yang mana model regresi terbaik, karena
tidak seperti R?, nilai adjusted R? dapat naik atau turun apabila satu variabel

independen ditambahkan ke dalam model.

Tabel 7.
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Std. Error of the
R R Square Adjusted R Square Estimate
1 5972 .356 .336 1.812

Sumber:Data diolah, 2018

Hasil uji koefisien determinasi dalam Tabel 7. menunjukkan besarnya nilai
adjusted R? (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah 33,6. Ini berarti
variasi Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi secara signifikan
oleh variabel sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan, dan
kesadaran wajib pajak sebesar 33,6 persen sedangkan sisanya sebesar 66,4 persen

dijelaskan oleh faktor lain.
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Berdasarkan Tabel 4. diperoleh nilai t untuk variabel sistem administrasi
sebesar 2,383 dan nilai signifikansi uji t sebesar 0,019 lebih kecil dari a = 0,05
dan nilai koefisien regresi sebesar 0,103 maka H; diterima. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif
pada kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik system
administrasi perpajakan yang diterapkan maka kepatuhan wajib pajak akan
meningkat. Fahmi (2014) meneliti tentang modernisasi sistem administrasi
perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama
Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara
modernisasi sistem perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hasil
tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Madewing (2013) yang
meneliti tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap
kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Makasar Utara.

Sistem administrasi perpajakan jika dikatitkan dengan Theory of Planned
Behavior, yaitu berkaitan dengan normatif beliefs yang merupakan keyakinan
tentang harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya dan motivasi untuk
memenuhi harapan tersebut. Sistem administrasi perpajakan yang baik serta
memadai akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan, termotivasi dan
memilih perilaku taat pajak. Pelayanan dan pengawasan yang baik, proses
administrasi yang efisien dan efektif, keramah-tamahan petugas pajak serta
kemudahan dalam membayar pajak diharapkan mampu memotivasi wajib pajak

untuk patuh dalam membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
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Berdasarkan Tabel 4. diperoleh nilai t untuk variabel kualitas pelayanan
sebesar 2,857 dan nilai signifikansi uji t sebesar 0,005 lebih kecil dari o = 0,05
dan nilai koefisien regresi sebesar 0,225, maka H diterima. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib
pajak, hal ini menunjukkan apabila kualitas pelayanan yang diberikan baik, maka
akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Putri (2017) yang menunjukan bahwa
kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan
wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan yang baik dapat memberikan rasa
puas kepada wajib pajak atas pelayanan yang diterima pada saat memenuhi
kewajiban perpajakannya. Kepuasan yang dirasakan wajib pajak atas pelayanan
yang diterima dapat meningkatkan kesadaran akan tanggungjawabnya sebagai
wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang pada
akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara khususnya di sektor pajak. Hasil
penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusmayani dan
Supadmi (2017) yang membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan jika dikaitkan dengan Theory of Planned Behavior,
yaitu normative belief relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Normative belief merupakan keyakinan
individu tentang harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya dan
motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Pelayanan pajak yang berkualitas dari
petugas KPP Pratama Denpasar Timur, akan membuat wajib pajak memiliki

keyakinan, termotivasi dan memilih perilaku taat pajak. Keramah-tamahan
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petugas pajak serta kemudahaan dalam pembayaran dan sistem informasi
perpajakan akan memberikan kesan yang baik bagi setiap wajib pajak dalam
membayar pajak, sehingga diharapkan kualitas pelayanan yang baik ini akan
meningkatkan kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam membayar dan
memenuhi kewajiban perpajaknnya.

Berdasarkan Tabel 4. diperoleh nilai t untuk variabel kesadaran wajib
pajak sebesar 2,809 dan nilai signifikansi uji t sebesar 0,006 lebih kecil dari o =
0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,299, maka Hz diterima. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan
wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadarn wajib
pajak akan kewajiban perpajakannya maka kepatuhan wajib pajak akan
meningkat. Penelitian yang dilakukan Megawangi (2016) dan Pratiwi dan Ery
(2014) membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada
kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian-penelitian
yang dilakukan oleh Rohmawati dan Rasmini (2012) serta Dewi dan Lely (2017)
yang membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak, penyuluhan, pelayanan, dan
sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Teori kepatuhan dapat digolongkan dalam teori konsensus dan teori
paksaan. Bagi teori konsensus, dasar ketaatan terletak pada penerimaan
masyarakat terhadap sistem hukum. Teori konsensus memiliki kaitan dalam hal
kepatuhan perpajakan, dengan tanggung jawab moral dan kesadaran wajib pajak
akan pentingnya fungsi maupun manfaat dari pajak, maka akan tercipta suatu

penerimaan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang sesuai dengan
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ketentuan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak dalam teori konsensus juga
merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak
dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib
pajak mengetahui, mematuhi, dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan
benar dan sukarela. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan
semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi diharapkan
dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi mengenai
pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan dan
kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terdapat bukti
empiris bagi peneliti dalam pengaruh sistem administrasi perpajakan modern,
kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Sesuai
dengan theory of planned behavior menyatakan bahwa perilaku yang ditimbulkan
oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Theory of Planned
Behavior dapat menjelaskan secara relevan perilaku wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya. Sebelum seseorang melakukan perbuatan, orang
tersebut akan memiliki keyakinan akan hasil yang diperoleh dari perbuatannya
tersebut. Kemudian orang itu akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau
tidak melakukannya.

Hasil penelitian ini mampu digunakan sebagai referensi, masukan dan
tambahan informasi bagi wajib pajak orang pribadi bahwa kepatuhan wajib pajak
dapat membantu penerimaan negara yang nantinya dapat digunakan untuk

pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan
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masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran
dan bahan pertimbangan oleh pihak pembuat kebijakan perpajakan, serta menjadi

pedoman bagi penelitian selanjutnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka
dapat ditarik simpulan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh
positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Denpasar Timur. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem
administrasi perpajakan yang diberikan oleh fiskus, maka kepatuhan wajib pajak
juga akan meningkat.

Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang
pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Wajib pajak yang
mendapatkan kualitas pelayanan yang memadai dan memuaskan membuat
kepatuhan wajib pajak meningkat.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak
orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Wajib pajak yang sadar
melaksanakan kewajiban perpajakannya akan meningkatkan kepatuhan wajib
pajak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas adapun saran yang dapat
diberikan adalah bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
Diperlukannya peningkatan fungsi dari Account Representative yang khusus
bertugas melayani dan mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan secara

langsung. Mengoptimalkan penggunaan sistem administrasi agar mampu
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membangun kenyamanan antar fiskus dan wajib pajak sehingga meningkatkan
kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban
perpajakannya.

Penelitian selanjutnya lebih memperluas wilayah penelitian serta
menambah jumlah responden penelitian untuk lebih memperluas persepsi wajib
pajak mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan.Diharapkan
penelitian selanjutnya lebih meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur yang difokuskan pada variabel-variabel
yang tidak diteliti sebesar 66,4 persen yang mungkin lebih dominan memengaruhi
tingkat kepatuhan wajib pajak seperti sanksi pajak, biaya kepatuhan
pajak.Diharapkan penelitian selanjutnya lebih memerhatikan ketepatan responden

dalam menjawab pernyatan agar tidak salah sasaran.
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